Menimbang :

Mengingat :

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NoMOR : 653 /412 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN

[y

PERMUKIMAN KUMUH

BUPATI SUKOHARJO,

. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal

dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan
sehat;

. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas

perumahan kumuh dan permukiman kumuh
merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten
berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;

. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 37 ayat

(7) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11
Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh, perlu menetapkan Lokasi Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh;

.bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Keputusan Bupati;

.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah = Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2757);



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6624);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan
dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11
Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 295);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 54 Tahun 2022
tentang Format Isian Identifikasi Lokasi, Format
Numerik Lokasi, Formulasi Penilaian Lokasi, Format
Penetapan Lokasi serta Format Hasil Peninjauan Ulang
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 54);




Menetapkan :

KESATU
KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

MEMUTUSKAN:

Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran
masyarakat.

Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di
Kabupaten Sukoharjo ditetapkan sebagai dasar
penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
di Kabupaten Sukoharjo, yang merupakan komitmen
Pemerintah Daerah dalam mendukung Program
Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk
dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa
Kumuh;

Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sejumlah 185
(seratus delapan puluh lima) lokasi, berada di 12 (dua
belas) Kecamatan, dengan luas total sebesar 620,056
(enam ratus dua puluh koma nol lima enam) hektar.

Penjabaran mengenai Lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU terdiri atas:

a. daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh di Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [ Keputusan ini;

b. peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh di Kabupaten Sukoharjo,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Keputusan ini; dan

c. buku Profil Lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh di Kabupaten Sukoharjo,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
Keputusan ini.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan
Bupati Sukoharjo Nomor 663/1003/2014 tentang
Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati
Sukoharjo Nomor 663/626/2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor
663/1003/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten
Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal } Suli 202%

Q BUPATI SUKOHARJO, ,4

\\ETIK URYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat di
Jakarta;

2. Direktur Jenderal Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat di
Jakarta,;

3. Kepala Balai Prasarana
Permukiman Wilayah Jawa
Tengah di Semarang;

4. Kepala Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan Jawa III di
Yogyakarta;

5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah di
Semarang;

6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

7. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

8. Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo.




